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Skripsi ini berjudul Dinamika Politik Birokrasi di Kabupaten Bima Pasca 
Pemilukada Serentak 2015 judul ini dilatar belakangi karena berkuasanya Dinda 
Damayanti Putri di ranah Birokrasi yang tidak pernah berhenti memutasi jabatan 
pada saat Pemilukada Serentak 2015 di Kecamatan Sape, maka dari itu yang 
menjadi masalah inti dari skripsi ini adalah tentang bagaimana Dinamika Politik 
Birokrasi di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada Serentak 2015 dan bagaimana 
Respon Masyarakat Tentang Dinamika Politik Birokrasi di Kecamatan Sape 
Kabupaten  Bima NTB Pasca Pemilukada Serentak 2015. Maka dari itu tujuan dari 
skripsi ini adalah untuk mencari jawaban dari masalah inti tersebut. Jenis 
penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif yaitu suatu 
jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang terjadinya 
Dinamika Politik Birokrasi di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada Serentak 2015. 
Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu: Pemerintah Kabupaten Bima, Tokoh 
Masyarakat dan PNS/ Guru Honor. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam 
menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan tiga teori yaitu teori 
kekuasaan,teori birokrasi dan teori good governance. 
Hasil penelitian menunjukan  bahwa dinamika politik birokrasi di Kabupaten Bima 
sangat eret dengan politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi 
tertentu dalam jajaran pemerintah daerah Bima, hal tersebut merupakan bentuk 
imbalan pemerintah terhadap pejabat yang telah  memilihnya pada pemilukada 
serentak 2015, proses mutasi itupun bernuansa nepotisme yang mengedepankan 
asas kedekatan emosional,  hal ini menunjukkan masih begitu kacaunya jenjang 
karir yang ada di sistem birokrasi di Bima, adanya politik balas dendam ini justru 
membangun  ketidaknyamanan tubuh birokrasi di Bima, mutasi yang dilakukan 
pasca pemilukada serentak 2015  atas dasar kepentingan politik sehingga banyak 
aturan yang di langgar, mutasi/promosi selesai pemilukada inilah yang menjadi 
kehancuran birokrasi di pemerintahan Bima.   
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A. Latar Belakang 
Skripsi ini membahas tentang Dinamika Politik Birokrasi di Kabupaten 
Bima Pasca Pemilukada Serentak 2015. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai 
aspek kehidupan sosial politik bukan hanya karena dirinya merupakan bagian 
dimana proses politik itu berlangsung tetapi yang paling mendasar adalah bahwa 
manusia bukansaja sebagaimakhluk sosial atau sebagai mahluk politik sebagaimana 
dipahami masyarakat, tetapi juga sebagai mahluk sosial politik. Dalam kehidupan 
bermasyarakat, dibutuhkan sebuah keteraturan, ketertiban, sehinggah tujuan 
masyarakat secara kolektif dapat tercapai.  
Kekuasaan secara umum adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. 
Kekuasaan dirumuskan secara umum sebagai kemampuan seorang pelaku untuk 
memberikan pengaruh terhadap perilaku seorang sehingga sesuai atau persis dengan 
keinginan pelaku yang memiliki kekuasaan. Sarjana melihat kekuasaan inti dari 
politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah 
memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa 
perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut 
kepentingan seluruh masyarakat.1 
                                                     
1
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (PT, Gramedia Pustaka Utama 2008), h. 18-19. 
1 
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Pendekatan ini, yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang 
lingkupnya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, 2organisasi 
keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih 
dinamis dari pada pendekatan institusional karena memerhatikan proses. Menurut 
Max Weber kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial 
melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar 
kemampuan ini, kekuasaan Max Weber ini dapat kita katakan bahwa kekuasaan 
adalah keegoisan dalam suatu kelompok akan tetapi walaupun keegoisan dalam suatu 
kelompok akan tetapi walaupun keegoisan tersebut memiliki pertentagan, tetap tidak 
mampu melawan dikerenakan adanya kekuasaan tersebut.3 
W.A Robson, dalam The University Teaching of social Sciences, mengatakan 
ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat hakiki, dasar, 
proses-proses, ruang lingkup, dan hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik 
tertuju pada perjuanganuntuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, 
melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan 
kekuasaan itu. 
Birokrasi adalah entitas penting suatu negara. Didalam pendekatan 
institusional (kelembagaan ), khusus dalam skema. Michael G. Roskin, menyebut 
birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas penjabat para 
penjabat yang diangkat, dimana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to 
implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan 
                                                     
2 Robert Greene, Hukum Kekuasaan, (PT, Karisma Publishing Group: Jakarta 2007, h. 50-51 
3
Mifta Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesa,(Jakarta:Penerbit Rajawali Pers2010), h. 7. 
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(decision makers). Idealnya birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur 
yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa, guna memungkinkan adanya 
pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efesien.4 
Selain itu,birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan civil 
service (pelayanan publik). Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh 
eksekutif, dan posisi mereka ini ‘datang dan pergi’. Artinya, mereka duduk didalam 
birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja 
mereka. Seorang pegawai birokrasi yang malas biasanya akan mendapat teguran dari 
atasan, yang jika teguran ini tidak digubris,5 Ia kemungkinan besar akan 
diberhentikan dari posisinya. Namun, jika seorang pegawai menunjukkan prestasi 
kerja yang memuaskan, ada kemungkinan ia akan dipromosikan untuk mendapat 
posisi yang lebih tinggi (tentunya dengan gaji dan kewenangan yang lebih besar 
pula). 
 Karakteristik birokrasi yang umum diacu adalah yang diajukan oleh Max 
Weber. Menurut Weber,paling tidak terdapat 8 karakteristik birokrasi , yaitu: 
1. Organisasi yang disusun secara hirarkis  
2. Setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus  
3. Pelayanan publik (civil sevants) terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan 
dipilih, dimana pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasi 
kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian (examination) 
                                                     
4
Peter .M. Blau, Birokrasi dalam masyarakat modern,(Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia 
1987,), h. 106. 
5
Peter .M. Blau, Birokrasi dalam masyarakat modern,(Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia 
1987), h. 106. 
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4. Seorang pelayan publik menerima gaji pokok berdasarkan posisi 
5. Pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir  
6. Para pejabat/pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka 
7. Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin 
8. Promosi yang ada didasarkan atas penilain atasan (superior’s judgments) 
Ditinjau secara politik, karakteristik birokrasi menurut Weber hanyamenyebut 
hal-hal yang ideal. Artinya, terkadang pola pengangkatan pegawai didalam birokrasi 
yang seharusnya didasarkan atas jenjang pendidikan atau hasil ujian, kerap tidak 
terlaksana. Ini diakibatkan masih berlangsungnya pola pengangkatan pegawai 
berdasarkan kepentingan pemerintah.6 
                  




“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 
darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan”. Q.S. Shaad 38:26. 7 
 
Berdasarkan Ayat diatas, mengisyaratkan bahwa salah satu tugas dan 
kewajiban utama seorang khalifah adalah menegakkan supremasi hukum secara Al-
                                                     
6
Peter .M. Blau, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, (Jakarta:Penerbit Universitas 
Indonesia 1987,), h. 34. 
7
M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, Falsafah Hukum Islam, (Bulan Bintang, Cet-V, Jakarta, 1993) h. 
73. 
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Haq. Seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinanya dengan 
mengikuti hawa nafsu, karena tugas kepemimpinan adalah tugas fisabilillah dan 
kedudukannyapun sangat mulia 
Birokrasi di Indonesia awalnya sebagaimana diperkenalkan oleh budaya 
Eropa di mulai dari masa-masa kolonial antara dengan masa cultuurstelsel, masa 
desentralisasi dan emansipasi, masa Binnenlands Bestuur dan 
ambtskostuumbinnenlands bestuur, masa pendudukan bala tentara jepang dan 
kemudian masa dimana setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 
pemerintah Indonesia melalui Kasman Singodimedjo ketua KNIP pada 25 September 
1945 mengumumkan bahwa presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan 
pegawai-pegawai pemerintahan terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan 
ditetapkan menjadi pegawai pemerintah Indonesia.8 
Pada era reformasi, birokrasi dituntut untuk berubah sikap dan perilaku agar 
dapat melayani masyarakat dengan baik. Perubahan-perubahan sosial yang menjadi 
baik yang berlangsung cepat (revolusi) maupun yang berlangsung dengan lambat 
(revolusi) menuntut pada organisasi birokrasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan 
perubahan-perubahan tersebut, sebab perubahan selalu mengandung unsur 
perbedaan. Namun didalam mengamati kondisi lingkungan masyarakat dimana 
organisasi birokrasi itu berbeda, bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan, sebab 
                                                     
8
Peter M. Blau, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern,(Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia 1987), h. 7. 
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kondisi lingkungan masyarakat memiliki ciri-ciri spesifik yang berbeda-beda satu 
dengan yang lainnya.9 
Kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya 
semangat untuk menjalankan pemerintah yang baik (good governance).  
Kecenderunga ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi, transparasi, 
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak memperoleh informasi 
yang benar).10Adapun hadist yang menjelaskan tentang kepemimpinan yaitu: 
 َ ﺄٍﻣ ﱠَﻼُﺳْﻧُﺑدﱠﻣَﺣُﻣَﺎَﻧﺛﱠدَﺣ ْﯾَرُﮭِﯾَﺑْﺄَﻧﻌٍﻣِﺻَﺎِﻌْﻧﺑِْﺻﻔَْﺣَﻧِﻌﻧَﻣْﺣ ﱠرﻟاِْدَﺑِﻌْﻧِﺑْﺑَﯾﺑُْﺧَﻧﻋَرَُﻣِﻌْﻧﺑِﮭﱠﻠﻟاِْدَﯾُﺑْﻌَﻧﻌِﮭﱠﻠﻟُاْدَﺑﻋَﺎﻧََرﺑْﺧ




 “Abu Hurairah: bersabda, Nabi SAW ada tujuh macam orang yang bakal 
bernaung di bawah naungan Allah, pada hati tiada naungan kecuali naungan 
Allah.11 Imam (pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada 
Allah. Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua 
orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau 
berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan 
cantik, maka menolak dengan kata, saya takut kepada Allah. Dan orang yang 
sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui 
apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berdzikir ingat pada 
Allah sendirian hingga mencucurkan air matanya. (Bukhari, Muslim).” 
 
Hadist di atas menjelaskan tentang tujuh macam karakter orang yang dijamin 
keselamatannya oleh Allah nanti pada hari kiamat, namun yang sangat ditekankan 
                                                     
9Azhari, Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar Celeban 
Timur 2011) h. 30 
10
Azhari, Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar Celeban 
Timur 2011) h. 34 
11
Muhammad Yahya, Hadis Tarbawi 2, (Alauddin University Press 2015), h. 93 
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oleh hadis ini adalah karakter orang yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. 
Bukannya kita menyepelekan enam karakter sesudahnya, akan tetapi karakter 
pemimpin yang adil memang menjadi tonggak bagi kemaslahatan seluruh umat 
manusia. Tanpa pemimpin yang adil maka kehidupan ini akan terjebak ke dalam 
jurang penderitaan yang cukup dalam. 
                  
       
  
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaika amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mendengar lagi Maha melihat”. Q.S. An-Nisaa4:58.12 
 
Ayat diatas menjelaskan tentang dimana perintah Allah sangat menegaskan 
bagi seorang pemimpin agar menjalankan amanahnya dengan baik dan jujur. 
Pada tahun 2005 Ferry Zulkarnain memenangi pemilihan bupati, dan 
mengalahkan Drs.H.Zainul Arifin. Selama menjabat bupati Ferry Zulkarnain tidak 
pernah melakukan mutasi dan rotasi semua pegawai ditempatkan pada 
posisinya.Ferry Zulkarnain lebih banyak berada ditengah rakyatnya ketimbang 
dikediamannya di Kota Bima, dan hanya pada malam jum’at saja Ferry berada di 
Kota Bima untuk zikiran keluarga, selebihnya mengelilingi desa-desa dan bermalam 
didesa, keaadaan birokrasi disitu sangat baik sekali. Ferry mulai terjun kedunia 
                                                     
12Departemen Agama RI, Al-Quran danTerjemahannya Jakarta 1993. 111 
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politik pada usia 31 tahun. Kesederhanaannya mewarisi sifat ayahnya putra Abdul 
Kahir, sultan yang juga menjabat bupati bima pada tanggal 2 oktober 1950 hingga 
1967.  Kamis (26/12) H.Ferry Zulkarnain ,ST meninggal dunia di Klinik Sari Farma 
Kota Bima dalam usia 49 tahun diduga terkena serangan jantung. Pada Pemilukada 
serentak 2015 di Kabupaten Bima  dimenangkan oleh Dinda yaitu istri dari bapak 
Ferry Zulkarnain. 
 Ada 4 orang yang mencalonkan diri, yang pertama, Abdul Khayir, SH,MH 
dan Drs.H.abdul Hamid,M.Si dengan perolehan 26771 suara (10,19) yang kedua Ady 
Mahyudi dan Drs.A.Zubair dengan perolehan 56349 suara (21,50%), yang ketiga 
Drs.H.Syafrudin H.M.Nur.,M.Pd dan Drs.H.Masykur HMS dengan perolehan 73814 
suara (28,17%), yang keempat Hj.Indah Dhamayanti putri dan Drs.Dahlan M.Noer 
dengan perolehan 105103 suara (40,11%), untuk itu dalam pelno ini KPUD 
kabupaten bima menetapkan paslon nomor urut 4 (DINDA) sebagai pemenang 
pilkada serentak 2015.13 
Pesta pemilihan kepala daerah (pilkada) yang di lakukan secara serentak 
tahun 2015.Saat pintu pertarungan merebut kursi Bupati Bima periode 2015-2020, 
tak hanya melahirkan perbedaan di tengah-tengah masyarakat biasa, perbedaan 
pilihan hingga kecenderungan memperjuangkan masing-masing paslon yang 
dicintainya karena faktor jasa baik secara tersembunyi maupun terang-terangan yakni 
keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS)  mulain dari pegawai rendahan hingga 
oknum pejabat ikut memilih paslon Dinda. Yang tidak memilihnya pada pemilukada 
                                                     
13
Susanti Sulastri, “Konflik Pemilukada Serentak 2015 di Kabupaten Bima“, skripsi, (Bima: 
FSIP, Universitas Muhammadyah Malang, 2012), h. 6. 
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serentak kemarin akan tersingkirkan dari jabatanya dan di isi oleh orang yang 
memilihnya.  
Setelah Dinda terpilih Keadaan birokrasipun sangat memburuk tidak teratur, 
mutasi dilakukan ibu Dinda terhadap PNS/pejabat karena tidak memilihnya pasangan 
calon Dinda, bahkan pejabat dan pegawai di tempatkan pada posisi yang salah 
akhirnya pegawai menjadi tumbal , penempatan pejabat atau pegawai dasarnya atas 
kepentingan politik, maka yang dimaksud akan jauh dari bidang ilmu yang sesuai, 
maka PNS atau pejabat yang tidak memilihnya akan di buang begitu saja, dan 
ditempatkan hanya orang-orang yang memilihnya saja.  
Tindakan mutasi yang dilakukan oleh Dinda tersebut menimbulkan beberapa 
dinamika yang sangat erat dengan politik”balas dendam”politik balas jasa, tindakan 
tergesa-gesa demi balas dendam yang dilakukan pemerintah Bima berdampak buruk 
bagi dunia pendidikan, semangat balas dendam kepala daerah kepada aparat birokrasi 
daerah yang dinilai tidak berpihak kepadanya selama pemilukada dibatasi. Melalui 
aturan itu pula, kepentingan kepala daerah untuk balas jasa dapat direndam. 
Setelah menangnya Dinda ratusan pejabat/PNS dan pegawai honor di mutasi 
saat itu, dan adapun kepala sekolahterkena mutasi adalah Drs. M.Saleh jabatannya 
sebagai kepala sekolah dan dimutasi begitu saja, karena pada saat pemilihan kemarin 
Drs.M.Saleh tidak memilih paslon Dinda itulah alasannya dia memutasi, sedangkan 
orang memilihnya diangkat jabatanya, contoh Muhtar S,pd jabatan lama sebagai guru 
honor di SMA 1 Sape, sekarang menjadi kelapa sekolah SMA 1 Sape. Keadaan 
birokrasipun semakin lama semakin memburuk mutasi dilakukan ibu Dinda tampa 
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alasan yang jelas, PNS/Penjabat menyatakan bahwa saat mutasi dilakukan oleh 
pemerintah Bima tidak jelas dinilainya cacat demi hukum. 
Demi pendidikan anak bangsa kedepan, mestinya para penguasa berfikir 
ulang, Mereka tidak boleh gegabah dalam mengangkat atau mutasi kepala sekolah, 
jikapun terpaksa politik balas dendam dilakukan. Maka pertimbangan kompetensi 
hendaknya tetap dipikirkan, dengan kata lain, penguasa hendaknya memilih kadernya 
yang benar-benar pantas menjadi kepala sekolah, jabatan kepala sekolah mestinya 
tidak di serahkan pada sembarang orang apalagi guru honor. 
Sedangkan kita tahu dibutuhkan pegawai yang mempunyai potensi dan 
integritas tinggi untuk kepentingan pendidikan di Kabupaten Bima. Sejak kepala 
daerah dipilih langsung oleh rakyat banyak muncul persoalan-persoalan di 
Kabupaten Bima. Mutasi terjadi dimana-mana, pada sisi lain, mutasi itu memang 
perlu ada didalam organisasi apapun. Akan tetapi, harus melalui pertimbangan yang 
jelas. Sebab, tidak masuk akal ada mutasi ketika kebutuhan organisasi tersebut masih 
kurang. 
Sehubungan dengan hal di atas, penulis kemudian terdorong untuk memilih 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 
yaitu:  
1. Bagaimana dinamika politik birokrasi di Kabupaten Bima pasca pemilukada 
serentak 2015? 
2. Bagaimana responmasyarakat tentang dinamika politik birokrasi di Kecamatan 
Sape Kabupaten Bima NTB pasca pemilukada serentak 2015? 
C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian  
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika politik birokrasi di Kabupaten Bima 
pasca pemilukada serentak 2015. 
2. Untuk mengetahui respon masyarakat tentang dinamika politik  birokrasi di 
Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB pasca pemilukada serentak 2015 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah:  
1. Kegunaan teoritis 
Kegunaan penelitian ini secara teoritis,yaknisangat diharapkan mendapatkan 
sebuah hasil yang berguna bagi seluruh kalangan dimanapun dan menjadi sebuah 
alat informasi yang mempermudah untuk mendapatkan pengatahuan tentang, 
Dinamika Politik Birokrasi di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada Serentak 2015. 
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2. Kegunaan praktis  
Penelitian ini diharapkan agar berguna sebagai untuk menguraikan serta 
menjadi pokok penyelesain dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian 
yang dilakukan mengenai, Dinamika Politik Birokrasi di Kabupaten Bima 
PascaPemilukada Serentak 2015. Sehingga dapat berguna untuk memberikan 
informasi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian berikutnya. Adapun yang 
diharapkan dari penelitian ini yaitu agar berguna: 
a. Penulis, agar dapat menambah sumber pengatahuan penulis sebagai hasil dari apa 
yang telah didapatkan baik dilingkungan kampus maupun didalam perkuliahan, 
selain itu hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 
dimasa yang akan datang. 
b. Masyarakat, khususnya masyarakat yang ada diseluruh Kabupaten Bima, agar 
dapat mengatahui dan memahami lebih mendalam tentang, Dinamika 
PolitikBirokrasi di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada Serentak 2015.  
D. Tinjauan Pustaka 
Dalam tinjauan karya terdahulu secara umum merupakan momentum bagi 
calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap 
literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, juga 
mendudukkan posisi tulisan dari penelitian ini berbeda dengan literatur yang 
berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. 
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Tinjauan pustaka yang penulis maksudkan dalam uraian ini adalah penulis 
ingin mendudukkan posisi tulisan dan penelitian ini berbeda dengan beberapa 
literatul yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya yaitu.  
Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di 
Kabupaten Takalar.Oleh Muhammad Halwan Yamin (B11109035) Universitas 
Hasanuddin Makassar. 
Menjadi permasalahan meskipun dalam ketentuan perundang-undangan 
telah di tegaskan bahwa pegawai sipil tidak di perkenankan terlibat dalam 
berkampanye, akan tetapi di beberapa daerah yang telah melaksanakan dan juga 
dalam proses pemilihan umum kepala daerah secara banyak kita lihat dan jumpai 
pegawai negeri sipil baik secara sembunyi maupun terang-terangan ikut langsung 
dalam berkampanye. Hal ini yang melatar belakangi penelitian karena penulis ingin 
mengetahui bagaimana netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemiliha umum 
kepala daerah (Pemilukada) di Kabupaten Takalar.Tujuan umum penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam 
pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Kabupaten Takalar..14 
Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya yaitu, pada penelitian 
saudara Muhammad Halwan Yamin bertujuan untuk melihat bagaimana netralitas 
pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemilihan umum kapala daerah (Pemilukada), 
sedangkan penelitian saya bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika 
                                                     
14
Muhammad Halwan Yamin, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum 
Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar”, skripsi (Makassar : FISIP, Universitas Hasanuddin, 2015),h.x. 
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politikbirokrasi di Kabupaten Bima pasca pemilukada serentak 2015 dan bagaimana 
respon masyarakat tentang dinamika politik birokrasi di Kecamatan Sape. 
Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Pada Suku Dinas Pendidikan 
Di Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu, Oleh Ahmad Hidayah 
(111011200009) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Reformasi birokrasi pelayanan Publik bidang pendidikan di kabupaten seribu 
memiliki 3 aspek penting, yaitu perbaikan infastruktur, perbaikan kuantitas dan 
kualitas tenaga guru, serta peningkatan partisipasi pendidikan. Pada perbaikan 
infrastruktur, suku dinas pendidikan kabupaten kepulauan seribu juga memperbaiki 
kualitas guru sebagai jasa pelayanan. Sertifikasi guru merupakan salah satu langkah 
reformasi birokrasi. Dalam hal ini spesialisasi dan penyebaran, belum ada 
perubahan yang signifikan.15 
Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saya yaitu, pada penelitian 
saudara Ahmad Hidayah bertujuan untuk melihat bagaimana Reformasi Birokrasi 
Bidang Pelayanan Publik Pada Suku Dinas Pendidikan Di Wilayah Administrasi 
Kabupaten kepulauan Seribu.Sedangkan penelitian saya bertujuan bagaimana 
dinamika politik  birokrasi di Kabupaten Bima pasca pemilukada serentak dan 
                                                     
15
Ahmad Hidayah,“Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Pada Suku Dinas 
Pendidikan Di Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu”, skripsi (Jakarta 
:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012), h.x. 
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bagaimana respon masyarakat tentang dinamika politik birokrasi di Kecematan 
tersebut. 
Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015 Terhadap Putusan Mahkama 
Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015, Oleh Nazriyah (07230002) Universitas 
Muhammadiyah Gresik. 
Semangat dilaksanakannya pemilukada langsung adalah koreksi terhadap 
sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala 
daerah dan wakil kepala daerah di pilih DPRD, menjadi demokrasi yang berakar 
langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Untuk mengatasi kebuntuan mengenai 
persoalan tidak terpenuhinya syarat paling sedikit 2 pasangan calon kepala daerah, 
KPU menerbitkan peraturan nomor 12 tahun 2015. Peraturan KPU itupun tidak 
menyelesaikan persoalan tidak terlaksananya hak rakyat untuk di pilih dan 
memilih.16 
Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya yaitu, pada penelitian 
saudari Nazriyah bertujuan untuk melihat bagaimana pertimbangan mahkama 
konstitusi dalam mengambil keputusan terhadap persoalan calon tunggal dalam 
pemilihan kepala daerah serentak 2015,sedangkan penelitian saya bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana dinamika politik birokrasi di Kabupaten Bima pasca 
                                                     
16
Nazriyah, “Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015 Terhadap Putusan Mahkama 
Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015” Skripsi (Gresik :FISIP, Universitas Muhamadiyah Gresik, 2014), 
h.iii. 
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pemilukada dan bagaimana respon masyarakat tentang dinamika politik birokrasi  di 
Kecamatan Sape. 
Mutasi Aparatur Pemerintah Dan Kepentingan Politik (Study Kasus 
Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-Qosim, Oleh Rosi Nur 
Hidayati (070913010) Universitas Airlangga. 
Mutasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik era 
kepemimpinan Sambari Qosim adalah mutasi berulang kali dilakukan sebagai upaya 
mengevaluasi pegawai , untuk penyegaran mengembalikan pada bidangnya.17 
Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya yaitu, pada penelitian 
saudari Rosi Nur Hidayati bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi 
pertimbangan dilakukannya mutasi di Kabupaten Gresik hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemerintah Gresik ini berulang kali melakukan mutasi dan 
mencari komposisi yang pas terkait dengan penempatan pegawai dengan satu 
jabatan, birokrasipun menuntut pemerintah daerah Gresik dalam memanajemen 
pegawai agar menjujung tinggi kompotensi, profesionalisme, transparansi, 
akuntabilitas, dan pertimbangan gaji yang sepadan. Sedangkan penelitian saya 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik birokrasi di Kabupaten 
Bima pasca pemilukada serentak 2015 dan mengetahui bagaimana respon 
masyarakat tentang dinamika politik birokrasi di Kecamatan Sape Kabupaten Bima 
NTB pasca pemilukada serentak 2015. 
                                                     
17
Rosi Nur Hidayati, “Mutasi Aparatur Pemerintah Dan Kepentingan Politik (Study Kasus 
:Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-Qosim)”, skripsi, (Gresik : FISIP, Universitas 
Airlangga, 2013), h.xiii. 
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Dampak Kebijakan Mutasi Jabatan Struktural Dalam Pelayanan Publik 
(Study Kasus : Di Kabupaten Kepulauan Sangihe) Oleh, Katerina Bataha 
(040905007) Universitas Sumatra utara medan. 
 Bahwa kebijakan mutasi jabatan struktural dilingkup pemerintah daerah 
Kabupaten Kepulauan sangihe guna memperdayakan pegawai. Pegawai yang 
hanya berkutat dengan pekerjaan itu saja dan tempat kerja itu saja, di mutasi 
guna menghindari kejenuhan ditempat kerja atau dilakukan penyegaran pegawai 
dan pendayagunaan pegawai dengan menfasilitasi pegawai untuk 
mengembangkan kreatifitasnya dalam tugasnya. Sehingga yang di berikan 
maksimal bahkan siap dengan promosi atau pengembagan karir.18 
Perbedaan penelitian  diatas dengan penelitian saya yaitu, pada penelitian 
saudari Katerina Bataha bertujuan untuk bagaimana kebijakan mutasi struktural 
dalam pelayanan publik. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana dinamika politik birokrasi di Kabupaten Bima pasca pemilukada 
serentak 2015 dan bagaimana respon masyarakat tentang dinamika politik 
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Katerina bataha, “Dampak Kebijakan Mutasi Jabatan Struktural Dalam Pelayanan Publik 
(Study Kasus : Di Kabupaten Kepulauan Sangihe)”, Skripsi,(medan : FISIP, Universitas 
Sumatra,2013), h.iii. 
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Berdasarkan dari judul penelitian yaitu Dinamika Politik Birokrasi di 
Kabupaten Bima Pasca Pemilukada Serentak 2015 Sugiono, menyatakan 
bahwalandasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang 
kokoh, dan bukan perbuatan coba-coba.maka peneliti menggunakan beberapa teori 
ilmiah yang relavan dengan apa yang akan diteliti nantinya. Ada pun teori-teori 
ilmiah antara lain adalah: 
1. Teori Birokrasi 
Birokrasi berhubungan dengan orgaisasi masyarakat yang disusun secara 
ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam 
orgaisasi. Menurut Weber 1948, organisasi birokrasi yang ideal menyertaka 
karakteristik struktural. 
Pertama, aturan-aturan yang di sahkan, regulasi, dan prosedur yang 
distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas 
organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkain kaidah dan panduan 
spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi.19 
   Birokrasi menurut Max Weber adalah birokrasi itu sistem kekuasaan, di 
mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). 
                                                     
19
Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan di Indonesia, (Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia 2012) h. 121 
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Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin”.20Sebab itu Weber juga 
memasukan birokrasi sebagai sitem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada 
aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapapun juga. Rasional artinya dapat 
dipahami, dipelajari, dan jelas. Sementara itu, dalam kamus besar bahasa Indonesia, 
birokrasi didefinisikan sebagai: 
1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah 
berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. 
2. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban,serta menurut tata aturan 
(adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya 
Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya 
didefinisikan sebagai: 
1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih 
oleh rakyat. 
2. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.21 
Ciri-ciri pokok dan struktur birokrasi (dalam kasus tipe ideal). Menurut 
Weber adalah sebagai berikut: 
1.  Kegiatan sehari-hari yang di butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi 
didistribusikan melalui carayang telah ditentukan, dan di anggap sebagai tugas-tugas 
resmi. Pembagian tugas secara tegas memungkinkan untuk mempekerjakan hanya 
ahli-ahli dengan kekhususan tertentu pada jabatan-jabatan tertentu dan membuat 
                                                     
20
Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan di Indonesia, (Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia 2012), h. 21. 
21
Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan di Indonesia, (Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia 2012), h. 15. 
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mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif. 
Tingkat spesialisasi yang tinggi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial 
ekonomi kita, sehingga kita cenderung lupa bahwa hal ini merupakan inovasi 
birokratis yang relative baru dan belum pernah ditemui di masa lalu.  
2. Pengorganisasiankantor mengikuti prinsip hierarkis yaitu bahwa unit yang lebih 
rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang 
lebih tinggi.22 Setiap pejabat yang berada dalam hierarki administrasi ini dipercayai 
oleh atasan -atasannya untuk bertanggung jawab atas semua keputusan-keputusan 
dan tindakan yang dilakukan oleh bawahanya maupun dirinya sendiri. Agar dapat 
mempertanggung jawabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bawahan. 
Menurut Thoha 2003 birokrasi merupakan sistem untuk mengatur organisasi 
yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efesien, rasional, dan efektif. Birokrasi 
pemerintahan sering kali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat. Suatu 
kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang 
digolongkan moderen. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang 
mempunyai yuridikasi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area ofisial yang 
yurisdiktif. 
Mas’oed 2003, menyebutkan dalam literatur ilmu sosial, birokrasi umumnya 
di pandang sebagai aktor yang sekedar menerapkan kebijaksanaan yang telah 
diputuskan di tempat lain. Namun kalau kita memperhatikan berbagai pengalaman 
berbagai masyarakat, terutama di dunia ketiga, kita akan mendapati bahwa birokrasi 
                                                     
22Azhari, Mereformasi birokrasi Publik Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Celeban 
Timur 2011), h. 8. 
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tidak hanya mendominasi kegiatan administrasipemerintahan, tetapi juga kehidupan 
politik masyarakat secara keseluruhan. Singkatnya birokrasi adalah aktor yang 
omnipoten serta fenomena yang lebih penting adalah bahwa birokrasi sebenarnya di 
ciptakan untuk menjalankan fungsi pendisiplinan dan pengendalian. Menurut 
Mohtar1985, posisi birokrasi ini didukung oleh unsure-unsur yang merupakan 
sumber-sumber kekuasaanya, yaitu kerahasiaan, monopoli informasi, keahlian, teknis 
dan status sosial yang tinggi. Menurut WeberdanThoha 2003, unsur-unsur ini 
diperlukan demi efektifitas fungsi koordinasi, menurut pandangan pengkritiknya, 
unsur-unsur itulah yang justru mendasari fungsi pengendalian atas masyarakat.23 
Sejarah perkembangan birokrasi di berbagai negara di dunia menunjukkan 
bahwa mereka diciptakan untuk menanggapi kebutuhan akan pengendalian. Birokrasi 
bukan muncul semata-mata sebagai akibat dari kompleksitas fungsional masyarakat 
modern, dan fenomena seperti itu nampak lebih nyata di negara-negara dunia ketiga. 
Mas’oed 2003, menjelaskan bahwa salah satu cara yang menggambarkan 
karakteristik negara di dunia ketiga adalah dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi 
yang biasa dijadikanya instrumen intervensi ke dalam masyarakat dan tujuan yang 
hendak di capai dengan intervensi itu, bidang-bidang kegiatan intervensi negara 
yaitu: administrasi, abritrasi, regulasi, control financial, moneter dan fiskal, serta 
tindakan langsung, lima fungsi ini berkembang menjadi instrument kekuasaan 
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pemerintah untuk menginterbensi kegiatan masyarakatnya meliputi upaya birokrasi 
untuk menjalakan fungsi-fungsi tersebut. 
 Perjalanan bangsa-bangsa di dunia, manusia senantiasa berjuang untuk 
menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan jaman, sambil tetap berusaha 
memelihara serta mempertahankan kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakininya, 
agar masyarakat tetap berlangsung tanpa kehilangan identitasnya. Kepercayaan-
kepercayaan dan nilai-nilai yang membentuk sikap sesorang tercermin pada 
kebebasan dalam perilaku hidup sehari-hari suatu masyarakat tempat manusia hidup 
bersama-sama dalam berbagai ikatan,24serta hubungan dengan aneka ragam tujuan 
dan kepentingan. 
Sosiologi terkenal Max Weber mengemukakan konsep birokrasi, yang 
menyatakan organisasi bergerak atas dasar rasionalitas. Tipe ideal Birokrasi menurut 
Max Weber bukan cerminan dari realitas, tetapi menggambarkan bagaimana 
seharusnya organisasi di susun dan dirancang agar menjadi lebih efesien. 
Tipe ideal birokrasi menurut Weber tersebut antara lain : 
a. pembagian tugas berdasarkan kemampuan adalah mengelola realita yang ada 
bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda, begitu juga dengan 
personil yang mempunyai kelebihan dalam satu hal namun kurang di hal yang 
lain. Untuk itu organisasi harus dapat menempatkan personil di dalam bidang 
yang dikuasainya untuk memberikan efesiensi terhadap sumber daya untuk 
mencapai tujuan. 
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b. Ada hierarki wewenang adalah terdapat struktur organisasi dimana ada posisi 
atas bawah diawasi oleh yang lebih tinggi berwenang mengawasi yang di 
bawahnya. Hierarki ini sangat perlu agar sistem pengendalian dapat dilaksanakan 
sehingga mengefiensi pelaksanaan tugas.25 
c. Ada kekuatan-kekuatan yang barlaku sama di seluruh organisasi adalah untuk 
suatu hal yang sama, dalam kondisi dan waktu yang sama maka harus berlaku 
juga sebuah peraturan yang sama di seluruh organisasi. Artinya ada peraturan 
yang harus ditaati oleh anggota organisasi tanpa pengecualian. Dengan adanya 
peraturan yang egaliter maka pelaksanaan tugas dapat lebih muda di ukur. 
d. Menjaga hubungan yang impersonal karena keputusan yang rasional hanya dapat 
dibuat secara obyektif tanpa emosi adalah dalam birokrasi administrator harus 
menjaga keputusannya agar tetap objektif berdasarkan fakta secara objektif, 
administrator harus dapat mengesampingkan penilaian subjektif dalam 
mengambil keputusan. 
e. Pemilihan dan promosi pegawai didasarkan pada kemampuan, bukan 
pertimbangan-pertimbangan yang irrelevant dalam memberikan promosi jabatan 
hendaknya menggunakan standar yang jelas dan berlaku secara universal bagi 
seluruh personil dalam organisasi. Dengan memanfaatkan rekam jejak prestasi 
dan hasil kinerjalah seharusnya seseorang diangkat untuk menduduki posisi 
                                                     
25
Miftah Thoha, Birokrasi Di Indonesia. (Yokyakarta:Penerbit PT.Raja Grafindo Persada 
2003), h.13-16  
 
 
  24 




tertentu bukan berdasarkan pertimbangan subjektif atau yang tidak ada kaitannya 
dengan pelaksanaan tugas. 
2. Teori good governance 
Pemikiran tentang good governance muncul dalam Consensus Washington 
pada awal tahun 1900-an dalam pertemuan negara-negara donor yang dipromotori 
oleh Bank dunia, dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa banyak bantuan asing 
bocor akibat praktik good governance seperti pemerintahan yang tidak akuntabel, 
tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan lain-lain, oleh karena itu 
disepakati bahwa penerima bantuan harus diberi persyaratan yaitu kesediaan untuk 
mempraktikan good governance.26 
Sistem penyelenggaraan pemerintah negara merupakan unsur penting dalam 
suatu negara, oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu 
krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber 
dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi yang 
mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).Salah 
satu karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintah yang baik atau 
kepemerintahan yang baik adalah partisipasi. Selanjutnya UNDP mengartikan 
partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan good governance adalah keterlibatan 
masyarakat dalam pembentukan keputusan baik secara langsung maupun tidak 
langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspiransinya, 
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partisipasi tersebut di bangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta 
berpartisipasi secara konstruktif.27 
Menurut Mardiasmo 1999:18 good governance adalah suatu konsep 
pendekatan yang berorientasi kepada pembagunan sector publik oleh pemerintahan 
yang baik. Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan 
administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat, tata 
pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana 
warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, 
menggunakan hak hukum.28 
UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance yaitu: 
legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi 
dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (finansial), manajemen sektor 
publik yang efesien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan 
dapat dipercaya, tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi mengenai 
superioritas majemuk, multi partai, sistem orientasi umum, dan pemahaman bahwa 
perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip efisiensi 
dan akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga berkaitan 
terhadap argumentasi mengenai nilai-nilai kebudayaan yang relatif, sistem 
penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin bervariasi mengenai respon terhadap 
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perbedaan kumpulan nilai-nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial, atau dalam 
hal-hal seperti: partisipasi, individualitas, perintah dan kewenangan.29 
Konsep good governance sebagai kepemerintahan yang baik relevan dan 
berhubungan satu dengan lainnya, ide dasarnya sebagaimana disebutkan 
Tangkilisan2005:116 adalah bahwa negara adalah institusi yang legal formal dan 
konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai 
regulator maupun sebagai agent of change. Sebagai mana dikemukakan di atas 
bahwa good governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan 
adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian 
yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya maka diterapkan good 
corporategovernance, sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam governance 
korporat yaitu: transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas dan 
responsitivitas. Menurut Kooiman good governance adalah proses interaksi politik 
antara pemerintahan dan rakyat di berbagai bidang yang membahas tentang 
kepentingan masyarakat luas dan tindakan pemerintah atas kepentingan tersebut.30 
Transparansi bukan berarti ketelanjangan, malainkan keterbukaan, yakni 
adanya sebuah sistem yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal 
dan eksternal dan korporasi, akuntabilitas secara luas di berikan oleh dewan 
komisaris kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat di artikan 
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secara financial. Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang 
harus dipenuhi dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan control 
dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan 
penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki shareholders.31 
Masyarakat menyelenggarakan pemilu untuk menentukan siapa yang 
menyelenggarakan negara dan itu adalah pemerintah, pemerintah adalah ibarat 
masyarakat memastikan bahwa mandate, wewenang hak dan kewajibannya telah di 
penuhi dengan sebaik-baiknya, disini dapat dilihat bahwa arah ke depan dari good 
governance adalah membangun the professional governance, bukan dalam arti 
pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat, namun oleh siapa saja yang 
mempunyai kualifikasi professional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan 
pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan 
moralitas yang tinggi.32 Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang 
mempunyai kualifikasi professional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam 
organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan good governance didasarkan pada 
kinerja organisasi publik, yakni responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan 
aspirasi masyarakat.  
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Tangkilisan 2005:177, berdasarkan pernyataan Tangkilisan di atas maka 
disebutkan bahwa responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan 
kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik denga kebutuhan dan 
keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, 
maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik, responsivitas dimasukan 
sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung 
menggambarkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan visi dan 
tujuanya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, responsivitas yang 
sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan 
masyarakat,33 
hal tersebut menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan 
tujuan organisasi publik, organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan 
sendirinya memiliki kinerja yang jelek. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada 
seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat 
politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut 
karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan 
kepentingan rakyat, dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila 
seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya 
untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat, semakin banyak tidak 
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lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik maka kinerja organisasi 
tersebut dinilai semakin baik.34 
3. Teori Kekuasaan 
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk 
mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para 
pelaku.35 
Sarjana melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah 
semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan 
kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini 
mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. 
Menurut W.A. Robson, dalam The University Teaching of Social Sciences, 
mengatakan: “ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat 
hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang 
sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan 
kekuasaan, melaksanakan kekuasaan,atau pengaruh atas lain, atau menentang 
pelaksanaan kekuasaan itu. 
Deliar Noer dalam pengantar ke pemikiran politik menyebutkan: “ilmu 
politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama 
atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-
mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia 
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relative baru. Diluar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu 
berhubungan erat denga negara.”36 
Ossip K, Fletchteim dalam Fundamental of political Science menegaskan: 
“ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara 
sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-
gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat memengaruhi negara. Fletchiteim 
juga menekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik saling memengaruhi 
dan bergantung satu sama lain. 
Menurut Harold D. Laswell 1984 berpendapat bahwa kekuasaan secara 
umum berarti kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain 
sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan 
keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Sejalan dengan itu, dinyatakan 
Robert A. Dahl 1978 bahwa kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan untuk 
memengaruhi dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu pihak yang 
dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku piha yang 
memengaruhi “Mochtar Mas’oed dan Nasikum, 1987.37 
Kekuasaan merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber pengaruh 
yang dimiliki untuk memengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain 
berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang memengaruhi. Dalam pengertian 
yang lebih sempit, kekuasaan dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan 
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sumber-sumber pengaruh untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 
keputusan, sehingga keputusan, sehingga keputusan ini menguntungkan dirinya, 
kelompoknya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Walter S.Jones 
1993, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai berikut: 
1.  Kekuasaan adalah alat aktor-aktor internasional untuk berhubungan satu dengan 
yang lainnya. Itu berarti kepemilikan, atau lebih tepat koleksi kepemilikan untuk 
menciptakan suatu kepemimpinan. 
2. Kekuasaan bukanlah atribut politik alamiah melainkan produk sumber daya 
material (berwujud) dan tingkah laku yang tidak berwujud yang masing-masing 
menduduki posisi khusus dalam keseluruhan kekuasaan seluruh aktor.  
3. Kekuasaan adalah salah satu saranan untuk menancapkan pengaruh atas aktor-
aktor lainnya yang bersaing menggapai hasil yang paling sesuai dengan tujuan 
masing-masing. 
4. penggunaan kekuasaan secara rasional merupakan upaya untuk membentuk hasil 
dari peristiwa internasional untuk dapat mempertahankan atau menyempurnakan 
kepuasaan aktor dalam lingkungan politik internasional. 
Seperti dirumuskan oleh Peter Merk sebagai berikut: “ Politik, dalam bentuk yang 
paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk 
kepentingan diri sendiri (Politics at its worts is a selfish grab for power, glory and 
riches). Singkatnya, politik adalah perebutan kuasa,takhta, dan harta.38 
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 Birokrasi merupakan lembaga yang sangat berkuasa, yang mempunyai 
kemampuan yang sangat besar untuk berbuat kebaikan atau keburukan, karena 
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  METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana bentuk 
birokrasi di Kabupaten Bima pasca pemilukada serentak 2015. Penelitian deskriptif 
merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan variabel pengamatan secara 
langsung yang sudah ditentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian kualitatif, 
deskriptif dalam hal ini bukan hanya bertitik tolak pada teori saja melainkan juga 
melihat fakta yang terjadi di lapangan dan mengaitkan dengan teori yang telah ada. 
Penelitian ini, bersifat kepustakaan dan lapangan karena data-data yang 
diperoleh berasal dari sumber literature (library research), namun juga lebih banyak 
diperoleh dari lapangan (field research). Secara teoritis, metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima. Dengandasar pertimbagan 
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b. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian 
Penentuan subyek penelitian hendaknya menggunakan suatu kriterial tertentu. 
Peneliti juga menjelaskan dari mana mereka mulai mengumpulkan data, siapa yang 
menjadi informan kunci, penjelasan jika peneliti menambah sampel dan bilamana 
penambahan sampel dianggap cukup.40 
Adapun sumber subyek penelitian yaitu pertama, PNS dan Bupati Bima yang 
berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud pada 
penelitian ini adalah warga yang tinggal di Kecematan Sapetersebut, dan juga pernah 
atau mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 
Penelitian objek dalam penelitian ini bertujuan agar mendapatkan data yang 
valid mengenai kejadian atau pun peristiwa yang terjadi pada saat meneliti di 
lapangan demi mendapatkan data yang aktual. 
c. Metode Pegumpulan Data 
Dalam metode penelitian kualitatif dilakukan dalam setting tertentu yang ada 
dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami 
fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya? Jadi riset 
kualitatif adalah berbasis pada konsep “Going Exploring” yang melibatkan In-Depth 
and Case Oriented Study atas sejumlah kasus atau kasus tunggal. Dan bertujuan 
untuk membuat fakta mudah dipahami dan kalau bias melahirkan resolusi atau 
pemecahan masalah dari fakta penelitian. 
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 Dalam ini menjelaskan penelitian ini peneliti menggunakan sumber data 
yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer di dapat melalui teknik 
pengumpulan data melalui: 
a. Metode wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti 
terhadap narasumber atau sumber data. 
b. Metode observasi  
Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Dengan tujuan 
mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu gejala sosial atau peristiwa tertentu 
yang ada dan terjadi pada suatu lokasi dalam suatu daerah.41 
       Adapun sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan Metode online yaitu suatu metode yang digunakan peneliti 
melalui media online seperti internet,sehingga internet merupakan salah satu media 
atau ranah yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi, mulai dari 
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Merupakan data-data pendukung lain melalui dokumen-dokumen penting, 
seperti dokumen lembaga yang diteliti. Disamping itu, ada juga foto yang dapat 
dijadikan sebagai pendukung ataupun dalam melakukan penelitian, serta sumber 
tertulis lain yang biasa lebih mendukung untuk digunakan dalam melakukan 
penelitian. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 
tertulis di dalam melaksanakan metode dokumentasi penelitian menyelidiki benda-
benda yang tertulis seperti buku-buku majalah, dll. 
d. Tehnik Analisa data 
Metode analisis datayang di gunakan adalah diskriptif analisis dari 
hasilwawancara dan data yang di peroleh dari penelitian. Penelitiakan 
mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan 
dalam penelitian. Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara 
sistematis catatan hasil wawancara, observasi. Untuk meningkatkanpemahaman 
penelti tentang kasus yang ditelitidan menjadikansebagiantemuan orang lain. Tujuan 
analisisdataadalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca.42 
Metode yang digunakan adalah pendekata kualitatif, yang artinya setiap data 
terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagi persepsi yang tidak menyimpang serta 
sesuai denganjudul penelitian teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan 
suatu proses yang mengambarkan keadaan sasaran sebenarnya, penelitian secara apa 
adanya sejauh penulis dapatkan dari hasil observasi, wawancara.Untuk menganalisa 
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berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara,observasi langsung dan 
dokumentasi. 
2. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, 
langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai 
dengan masalah penelitian. 
3. Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisa selanjutnya adalah 
penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah di 
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Dinamika Politik Birokrasi di Kabupaten Bima
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.Kabupaten Bima  
Kabupaten Bima adalah sebuah kota otonom
bagian timur, provinsi nusa tenggara barat ,Indonesia.
Secara geografis Kota B
Kota Bima memiliki areal tanah berupa persawahan 
(94,90% merupakan sawah irigasi), hutan seluas 13.154 ha, tegalan dan kebun seluas 
3.632ha, ladang dan huma seluas 1.225 ha dan wilayah pesisir pantai sepanjang 26 
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menyebabkan rata-rata masyarakatnya bertani dengan menanam jagung dan tanaman 
keras lainnya. 
Batas Wilayah Kota Bima44 
Batas-batas wilayah Kota Bima dapat dilihat pada gambar di bawa ini sebagai 
berikut: 
Utara Kecamatan Ambalawi, kabupaten bima 
Selatan  Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima 
Barat  Teluk Bima 
Timur  Kecamatan wawo, Kabupaten Bima 
 
Sejarah Bima atau yang di sebut juga dengan Dana mbojo telah mengalami 
perjalanan panjang dan jauh mengakar ke dalam sejarah. Menerut lagenda 
sebagaimana termaksud dalam kitab BO (Naskah Kuno Kerajaan dan Kesultanan 
Bima), kedatangan salah seorang musafir dan bangsawan jawa bergelar sang Bima di 
Pulau Satonda merupakan cikal bakal keturunan raja-raja Bima dan menjadi 
permulaan masa pembabakan jaman pra sejarah di tanah ini. Pada masa itu, wilayah 
Bima terbagi dalam kekuasaan pimpinan wilayah yang di sebut Ncuhi. Nama para 
Ncuhi terilhami dari nama wilayah atau gugusan pengunungan yang dikuasainya. 
Ada lima orang Ncuhi yang tergabung dalam sebuah federasi Ncuhi yaitu, 
Ncuhi Dara yang menguasai wilayah Bima bagian tengah atau di pusat 
pemerintahan. Ncuhi Parewa menguasai wilayah Bima bagian selatan, 
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Dodierdianto, “Hubungan Diplomasi dan Kerjasama Antara Kesultanan Gowa dan Bima: 
Studi Sejarah Politik Kekuasaan Kesultanan Gowa atas Kesultanan Bima”, Skripsi (Makassar: Fak. 
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NcuhiPadolomenguasai wilayah Bima bagian barat, Ncuhi Banggapupa menguasai 
wilayah Bima bagian timur, dan Ncuhi Dorowuni menguasai wilayah utara. Federasi 
tersebut sepakat mengangkat sang Bima sebagai pemimpin. Secara Dejure, sang 
Bima menerima pengangkatan tersebut, tetapi secara de facto ia menyerahkan 
kembali kekuasaannya kepada Ncuhi Dara untuk memerintah atas namanya. 
Pada perkembagan selanjutnya, Putra sang Bima yang bernama Indra zamrud 
dan Indra komala dating ke tanah Bima. Indra Zamrutlah yang menjadi raja Bima 
pertama.45 Sejak saat itu Bima memasuki zaman kerajaan. Pada perkembagan 
selanjutnya menjadi sebuah kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam peraturan 
sejarah dan budaya Nusantara. Secara turun temurun memerintah sebanyak 16 orang 
raja hingga akhir abad 16.Fajar islam bersinar terang di seluruh persada Nusantara 
antara abad 16 hingga 17 masehi. Pengaruhnya sangat luas hingga mencakar tanah 
Bima. Tanggal 5 juli 1640 masehi menjadi saksi dan tonggak sejarah peralihan 
sistem pemerintahan dari kerajaan kepada kesultanan. Di tandai dengan 
dinobatkannya Putra mahkota la ka’i yang bergelar Rumata maBata Wadu menjadi 
sultan Abdul kahir (kuburannya di bukit Dana tahara sekarang). Sejak saat itu Bima 
memasuki peradaban kesultanan dan memerintah pula 15 orang sultan secara turun 
temurun hingga tahun 1951. 
Masa kesultanan berlangsung lebih dari tiga abad lamanya. Sebagaimana 
ombak di lautan, kadang pasang kadang pula surut. Masa-masa kesultanan 
mengalami pasang dan surut di sebabkan pengaruh imperialisme dan kolonialisme 
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yang ada di bumi Nusantara. Pada tahun 1951 tepat setelah wafatnya sultan ke 14 
yaitu sultan Muhammad Salahuddin, Bima memasuki Zaman kemerdekaan dan 
status kesultanan Bimapun berganti dengan pembentukan daerah Swapraja dan 
swatantra yang selanjutnya berubah menjadi daerah Kabupaten.46 
Pada tahun 2002 wajah Bima kembali di mekarkan sesuai amanat undang-
undang Nomor 13 tahun 2002 melalui pembentukan wilayah Kota Bima. Hingga 
sekarang daerah yang terhampar di ujung timur Pulau Sumbawa ini terbagi dalam 
dua wilayah administrasi dan politik yaitu pemerintahan Kota Bima dan Kabupaten 
Bima. Kota Bima saat ini telah memiliki 5 kecamatan dan 38 kelurahan dengan luas 
wilayah 437.465 Ha dan jumlah penduduk 419.302 jiwa dengan kepadatan rata-rata 
96 jiwa/km. sebagai sebuah daerah yang baru terbentuk , Kota Bima memiliki 
karakteristik perkembagan wilayah yaitu: pembagunan infrastruktur yang cepat, 
perkembagan sosial budaya yang dinamis, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang 
tinggi. 
Sudah 13 tahun ini Kota Bima di pimpin oleh seorang walikota dengan 
peradaban budaya Dou mbojo yang sudah mengakar sejak jaman kerajaan hingga 
sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat Kota Bima dalam 
kesehariannya. Baik Sosial, Budaya dan seni tradisional yang melekat pada kegiatan 
upacara adat, prosesi pernikahan, khatama Qur’an, khitanan dan lain-lain serta bukti-
bukti sejarah kerajaan dan kesultanan masih juga dapat dilihat sebagai situs , 
kepurbakalaan dan bahkan menjadi objek daya Tarik wisata yang ada di Kota Bima 
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dan menjadi objek kunjungan bagi wisatawan lokal, nusantara bahkan 
mancanegara.47 
Kependudukan suku asli masyarakat Kota Bima adalah suku Bima atau di 
kenal dalam bahasa lokalnya “Dou mbojo”. Salah satu ke unikan Kota Bima adalah 
sebagaian dari masyarakatnya juga berasal dari berbagai suku dan etnik di Indonesia 
seperti:, Jawa, Sunda, Timor, Flores, Bugis, Bajo, Madura, Sasak, (Lombok), Bali, 
Minang dan Batak sehingga memberi warna tersendiri di dalam keseharian mereka di 
Kota Bima (suku-suku ini selau memeriahkan upacara dan pawai pada hari-hari besar 
Kota Bima) dengan hidup berdampingan secara rukun dan damai serta suasana 
kondusif. 
 Visi dan Misi 
Adapun Visi dan Misi Kabupaten Bima Yaitu: 
Visi : 
Terwujudnya masyarakat dan daerah Kabupaten Bima yang maju, mandiri, 
dan bermartabat berdasarkan nilai Maja Labo dahu (malu dan takut) yang relegius. 
Misi : 
1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan secara professional sebagai pelaku dan 
penikmat pembangunan, 
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2) Restrukturisasi lembaga pemerintahan dalam meningkatkan peran dan 
fungsi strategis aparatur pemerintahan selaku agen pembangunan dan 
pelayanan prima dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan menerapkan 
prinsip-prinsip good governance sehingga tercipta pelayanan publik yang 
sistematis, professional, transparan, dan akuntabel. 
3) Menerapkan perencanaan dan melaksanakan program pembangunan 
daerah sesuai tata ruang wilayah Kabupaten dengan mengoptimalkan 
potensi strategis wilayah secara efisien, efektif, dan terintegrasi terhadap 
berbagai sumber daya yang di butuhkan untuk percepatan pembagunan 
wilayah kecamatan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan 
dampak lingkungan. 
4) Meningkatkan pengelolaan semua potensi daerah secara professional 
berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta optimalisasi 
kemitraan antar pelaku pembangunan dalam meningkatkan kemajuan di 
segala bidang dengan prioritas dalam bidang pertanian. 
5) Pengelolaan keuangan daerah yang efesien, efektif, transparan dan 
akuntabel serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dan daerah 
dengan penciptaan pendapatan asli daerah (PAD) secara realistis melalui 
peran aktif tiga domain ekonomi (rakyat, swasta, dan pemerintah). 
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6) Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengalaman agama bagi 
seluruh masyarakat.48 
Jumlah penduduk Kota Bima berdasarkan data tahun 2000 tercatat sebesar 
116.295 jiwa yang terdiri dari 57.108 jiwa (49%) penduduk laki-laki dan 59.187 jiwa 
(51%) penduduk perempuan. Sebaran penduduk kurang merata, kosentrasi penduduk 
berada di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Penduduk terbayak 
berada di kelurahan Paruga, yaitu berjumlah 12.275 jiwa (11%) dan paling sedikit di 
Desa Kendo yang berjumlah 1.130 jiwa (1%). Selanjutnya brdasarkan hasil sensus 
penduduk tahun 2010, penduduk Kota Bima berjumlah 142.443 jiwa yang terdiri dari 
69.8411 jiwa laki-laki dan 72.602 jiwa perempuan. Jumlah penduduk menurut 
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Kecamatan Jumlah Penduduk 
Raba 34.756 jiwa 
Mpunda 32.531 jiwa 
Rasanae Barat 31.029 jiwa 
Asakota 27.931 jiwa 
Rasanae Timur 16. 196 jiwa 
  46 




Komposisi penduduk Kota Bima berdasarkan mata pencaharian didominasi 
oleh petani/pedagang/pemerintahan yang besarnya masing-masing 45,84% dan 
45,05%.49 Jenis pekerjaan yang digeluti penduduk Kota Bima antara lain: petani 
15.337 orang, nelayan 425 orang, peternak 13.489 orang, penggalian 435 orang, 
industri kecil 1.952 orang, industri besar/sedang 76 orang,perdangangan 1.401 orang, 
abri 304 orang, guru 1.567 orang dan PNS berjumlah 2.443 orang. Mayoritas 
penduduk Kota Bima memeluk agama islam yaitu sekitar 97,38% dan selebihnya 
memeluk Agama Kristen protestan 0,89%, Kristen katolik 0,62% dan Hindu/budha 
sekitar 1,11%. Sarana peribadatan di Kota Bima terdiri dari masjid sebanyak 51 unit, 
langgar/mushola 89 unit dan pura/vihara 3 unit. Sedangkan fasilitas sosial yang ada 
di Kota Bima meliputi panti sosial jompo dan panti asuhan sebayak 6 panti yang 
terbesar di 3 kecamatan. Masyarakat Bima adalah masyarakat yang relegius. Secara 
historis Bima dulu merupakan salah satu pusat perkembangan islam di nusantara 
yang di tandai oleh tegak kokohnya sebuah kesultanan, yaitu kesultanan Bima. Islam 
tidak saja bersifat elitis, hanya terdapat pada peraturan-peraturan formal normatif 
serta pada segelintir orang saja melainkan juga populis, menjadi urat nadi dan darah 
daging masyarakat, artinya juga telah menjadi kulturmasyarakat Bima.  
Berdasarkan potensi sumber daya yang ada, berbagai peluang investasi cukup 
prospektif untuk dikembangkan di Kota Bima, antara lain di bidang: jasa, termasuk 
pengangkutan, kelistrikan dan telekomunikasi,perdangangan, agrobisnis/agroindustri, 
industri air minum kemasan, industri kecil dan kerajinan, pariwisata dan 
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pendidikan.50 Peluang tersebut di dukung oleh ketersediaan saranan/prasarananyang 
cukup memadai seperti transportasi dan telekomunikasi,pasar dan pertokoan, 
maupun jasa perbankan. Di samping itu pemerintah Kota Bima memberikan berbagai 
insetif bagi investor yang menanamkan modalnya berupa kemudahan perizinan dan 
penyediaan saranan pendukung. 
Berdasarkan pola penggunaan tanah, lahan sawah di Kota Bima mencapai 
1.923 ha yang terdiri sawah irigasi seluas,1.825 ha dan sawah tadah hujan seluas 98 
h. sedangkan tanah tegalan/kebun mencapai 3.623 ha, ladang/huma seluas 1.225 ha 
dan kawasan hutan negara seluas 9.421 ha. Komoditas andalan pertanian terdiri dari 
padi, jagung,kedelai dan kacang tanah. Sedangkan komoditas unggulan perkebunan 
meliputi: serikaya, kelapa, asam,kemiri, jambu, mete, wijen, dan kapuk. Hingga saat 
ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pengembangan 
baru dilakukan oleh masyarakat setempat dengan skala usaha dan teknologi yang 
masih terbatas. Kegiatan perikanan yang telah berkembang di Kota Bima adalah 
usaha budidaya di perairan laut, perairan air payau dan air tawar. Adapun komoditas 
yang dibudidayakan meliputi: bandeng, udang dan rumput laut. Hingga saat ini jenis 
ternak yang telah dikembangkan oleh masyarakat setempat adalah: Sapi, Kerbau, 
Kuda, Kambing, Ayam, Buras dan Itik. Kota Bima sesungguhnya memiliki potensi 
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pertenakan yang cukup prospektif dengan ketersediaan lahan pertenakan dan lahan 
pakan yang cukup luas.51 
Kota Bima memiliki wilayah hutan seluas 13.154 ha yang memiliki kekayaan 
berbagai macam komoditas dan plasma nuftah. Komoditas yang cukup potensial 
terdiri dari Kayu Jati, Sono Keeling dan Kayu campuran. Skala industri yang telah 
berkembang baik saat ini di Kota Bima meliputi industri daram rakyat (PD budiono 
Madura), Genteng Pres, Bata Merah, Batako, Tenun Tradisional, Gerabah, Meubel 
dan pembuatan Tahu/Tempe. Sebagai daerah perkotaan dengan wilayah yang tidak 
terlalu luas, Kota Bima memiliki potensi pertambangan yang terbatas. Jenis bahan 
tambang yang berhasil diidentifikasi terdiri dari andesit dan marmer dengan volume 
517.738.375 m. 
2.   Kecamatan Sape 
Sape adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, 
Indonesia. Dan satu-satunya kecamatan yang memiliki pelabuhan laut di Kabupaten 
Bima, yang menghubungkan labuhan Bajo-NTT. Wilayah kecamatan Sape ini di 
kelilingi oleh pengunungan, Dimana Sape merupakan jalur penghubung antara 
masyarakat Indonesia timur dan Indonesia barat (biasa diistilahkan seperti itu) yang 
melalui jalur laut dan darat. Seperti yang terlihat pada peta di bawa ini:52 
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     Gambar 1.3 
Teluk Sape juga merupakan tempat transit atau penyebrangan kapal fery 
yang menuju ke Labuhan bajo-NTT dan Pulau komodo. Potensi teluk Sape 
merupakan lautan emas bagi masyarakat sekitarnya, seperti Sape bugis,Sapebadjo, 
dan Wera pay, lautnya yang mendukung dan penghasil puluhan ton ikan tiap hari dan 
juga terdapat pelabuhan perikanan pantai (PPP) untuk wilayah Kabupaten Bima. 
Teluk Sape juga surganya para mancing mania karena didukung oleh berbagai 
keindahan alam juga laut yang bersih. Letak teluk Sape juga sangat strategis yaitu 
dekat dengan salah satu keajaiban dunia yaitu pulau komodo, banyak wisatawan 
mancanegara maupun domestik bila ingin ke pulau komodo mereka pasti singgah 
terlebih dahulu di Sape.53 
Berbagai macam hasil laut maupun hasil bumi terdapat di teluk Sape, seperti 
pendapatan anggaran daerah (PAD) Kabupaten Bima yang terbesar yaitu sarang 
burung wallet, dan teripang. Kecamatan Sape merupakan kecamatan yang terkaya 
dengan hasil buminya maupun pendapatan perkapitanya dari seluruh kecamatan yang 
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berada di Kabupaten Bima. Keindahan teluk Sape sangat didukung oleh berbagai 
macam dan keunikan rumah penduduk dan kapal-kapal nelayan, seperti Sape Badjo, 
dimana penduduknya bermukim di pulau tersendiri sebelah timur Pelabuhan Sape. 
Sape merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Bima, provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTT). Luas wilayah kota Sape 232,12 km dengan jumlah penduduk 
55.951 jiwa (BPJ Kabupaten Bima, 2014), merupakan kecamatan berpenduduk 
paling banyak di Kabupaten Bima, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 241 
jiwa per km2.54 
Kota Sape meliputi sebagaian wilayah di daratan pulau Sumbawa dan 
beberapa pulau di sebelah timur seperti Nisa ,Tosa, Pulau bajo, Nisa lansa, 
Nisasanae, dan pulau Bantan. Kota Sape meliputi 18 desa, dengan kisaran jumlah 
penduduk antara 1.000-7.000 jiwa, dengan peringkat jumlah penduduk paling banyak 
berturut-turut Bugis, Sangia, Parangina, Rasabou, dan Kowo. Terdapat 2 desa yang 
masuk kategori sangat maju, yaitu Naru dan Rasabou: serta 13 desa yang tergolong 
maju yaitu: Bajopulau, Boke, Bugis, Jia, Kowo, Nae, Naru Barat,Parangina, poja, 
Rai-oi, Sangia, dan Tanah Putih.55 
Parangina adalah Desa yang berada di Kecamatan Sape, Kabupaten 
Bima,Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dikelilingi beberapa bukit atau gunung 
sebelah selatan bukit atau gunung sebelah selatan bukit Doro Monta, sebelah barat 
Doro Kombo, dan DoroWadu Luba, sebelah utara Doro Kari’i, diapi oleh dua 
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sebagai kecil sebelah selatan sungai utama yang bermuara ke laut di desa Bugis, 
yang sebelah utara sungainya menyatu dengan sebelah selatan didesa Sangia Sape. 
Mata pencaharian penduduknya petani 90% sisanya pedagang, pns dll.56 
Komoditi utama dari desa ini adalah bawang merah, didesa parangina juga di 
temukan salah satu Prasasti Parapi, sudah banyak dari penduduk desa ini yang 
berhasil menjadi penjabat didaerah Bima dan sekitarnya, karena penduduk desa ini 
punya moto dan tujuan hidup mendahulukan pendidikan biaya untuk pendidikan 
anak dan tabungan untuk menunaikan haji, maka tidak heran didesa ini jarang yang 
mempunyai mobil, hanya segelintir orang saja yang mempunyai mobil.  
Desa bugis adalah merupakan salah satu desa dari 17 (Tujuh belas) Desa 
yang ada di Kecamatan Sape bagian timur yaitu jalur penyebrangan dengan propinsi 
Nusa Tenggara Timur dan merupakan pintu gerbang bagian Timur Kecamatan Sape 
dan Kabupaten Bima serta pintu gerbang Pulau Sumbawa dan Nusa Tenggara Barat, 
dengan luas wilayah 3.500,00 Ha. Dengan jumlah penduduk 7.007 jiwa yang terdiri 
dari laki-laki sebanyak 3.864 orang, perempuan sebanyak 3.143 orang dan memiliki 
kepala keluarga sebanyak 1.457 KK. berdasarkan penuturan cerita dan sejarah Desa 
Bugis adalah sejak awal abad ke20 diwilayah yang sekarang dikenal terbentuk 
komunitas masyarakat yang dikenal sebutan Kampong Hugi (perkampungan orang 
bugis) yang berlokasi disekitar wilayah yang sekarang menjadi dusun Bajo Sarae. 
Kampong pada masa itu dipimpin oleh seorang Matoa yang berarti orang yang 
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dituangan yang antara lain yang sangat terkenal adalah Matoa H.Jafar dan Matoa 
lagu yang memimpin pada sekitar tahun 1920an sampai 1948.57 
Dari cerita dan sejarah asal mula warga Bugis berasal dari Sulawesi ada juga 
warga asli Mbojo (Bima) sebagian namun dari sejarah bahwa hubungan 
kekeluargaan yang sangat erat baik hubungan adat maupun tradisi kehidupan sehari -
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Http:// www.Kasku.co.id/Thred/522ea78320cb17a10 Desa Bugis Kecamatan Sape.html. 
(diakses 16 Januari 2018). 
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B. Dinamika Politik Birokrasi Di Kabupaten Bima Pasca Pemilukada Serentak 
2015 
1. Mutasi Jabatan 
Penempatan seharusnya sesuai dengan kemampuan yang di miliki, karena 
hakikat dari mutasi adalah terciptanya tatanan pemerintahan yang baik guna 
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik. 
Menempatkan orang yang memilihnya dan menyingkirkan orang yang tidak 
sependapat, menjadi kecendrungan hal lazim bagi bupati bima yang terpilih pasca 
pemilukada serentak 2015 kemarin , melalui mutasi penjabat lama dan menempatkan 
penjabat baru, kepala daerah berharap pemerintahnya dapat berjalan sesuai yang 
diharapkan itu artinya kepala daerah terpilih berpikiran pejabat yang tidak 
mendukungnya di saat pemilukada akan menghambat jalanya menuju roda 
pemerintahan daerah , sebaliknya kepala daerah menganggap birokrasi daerah yang 
mendukungnya sewaktu pemilukada bakal memuluskan mesin pemerintahan daerah. 
Pengangkatan pejabat baru merupakan reward balas jasa atas dukungan kepada 
pemerintah Bimaketika pemilukada kemarin. 
Mutasi yang dilakukan oleh pemerintah Bima merupakan punishment atau 
balas dendam atas dukungan kepada calon lain, selain kepada sang kepala daerah 
terpilih. Akan tetapi kecendrungan seperti ini tidak dapatlagi dilakukan semena-mena 
oleh kepala daerah yang terpilih hasil pemilukada serentak 2015 kemarin. 
Implikasi pelaksanaan pilkada serentak kemarin sangat mempengaruhi 
pengembangan /jenjang karir pegawai sipil/ guru honor. Sistem karier yang 
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dilaksanakan yang melalui proses penjenjangan karier yang cukup panjang PNS/guru 
honor berhenti dalam dipersimpagan/termutasi akibat dalam dukung-mendukung 
dalam pilkada kemarin,seharusnya menempatkan seseorang dalam sebuah jabatan 
lebih mengutamakan keahlian yang dimilikinyabukan seenaknya langsung angkat 
berdasarkan kepentingan politik atau balas dendam maka yang di maksud akan jauh 
dari bidang ilmu yang sesuai. 
Pada saat Dinda terpilih terjadilah mutasi, PNS/guru honor yang tidak 
memilihnya akan tergeser dalam jabatannya/atau di mutasi, sedangkan yang 
memilihnya di naikkin jabatannya. Hal tersebut dapat di buktikan dengan hasil 
wawancara dengan bapak Drs.M.Saleh yang dulunya sebagai kepala sekolah tapi 
sekarang di mutasi berikut ini. 
“saya tidak bisa menerima mutasi ini yang berhak memutasi jabatan kepala sekolah 
adalah gubernur NTB, bagaimana mungkin kepala sekolah di gantikanya dengan 
guru honor biasa, mutasi yang di lakukan pemerintah daerah ini bernuansa balas 
dendam alias dendam politik. Mutasi yang terjadi di kabupaten bima ini terlihat 
sebagai ajang tindakan semena-mena sang penguasa, terhadap saya atau tema-
teman honor saya yang dianggap tidak mendukung ketika pilkada. seharusnya 
pemerintah daerah lebih dewasa dalam merospon keinginan saya, sadar atau tidak 
sadar, pemerintah berada karena atas mandat rakyat maka sepatutnya saya 
menuntut hak saya, pemerintah daerah harus melihat pada orientasi kerja kepala 
sekolah, jika kerja saya tidak baik maka mutasi dan rotasi wajar dan harus 
dilakukan, bima tidak akan maju dan berkembang, kalau menempatkan orang yang 
tidak sesuai dengan kemampuannya, maka dari itu jangan angkat hanya karena 
memilihnya. Alangkah lebih baiknya sebelum menetapkan kepala sekolah baru 
harus memilihat dulu kemampuanya.”58 
 
hasil wawancara tersebut penulis melihat, mutasi yang dilakukan oleh  Dinda 
ini atas dasar karena tidak memilihnya bapak M. Saleh ini pada pilkada serentak 
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Drs.M.Saleh  Kepala Sekolah SMA 1 Sape, Wawancara, di rumah, Tanggal 16 September 
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2015 kemarin.pemerintah daerah seharusnya tidak bisa menyerahkan tugasnya 
kepala sekolah ke guru honor, apalagi yang bisa memutasi pejabat kepala sekolah 
yaitu gubernur. 
Kewenangan kepala daerah sebagai pejabat Pembina kepegawaian 
memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan pilkada serentak. 
Netralitas birokrasi politik sulit untuk di hindari, kepala daerah masih memiliki 
wewenang dalam menentukan jabatan-jabatan penting dalam birokrasi 
Mutasi selalu terjadi setiap pergantian pemimpin yang baru seolah menjadi 
hantu sekaligus menakutkan bagi para birokrasi, sebenarnya dalam perspektif 
pemerintah yang baik, politik mutasi sebagai kebijakan termasuk didalamnya 
promosi adalah perkara yang wajar bahkan harus dilakukan dalam pemerintah yang 
baik tujuan yang paling utama adalah untuk pemantapan masa kepemimpinan dan 
satu jalur dengan perjuangan pemimpin terpilih yang sudah dirancang sebelum 
mereka terpilih sebagai pemimpin. Setiap pemimpin mempunyai visi misi dalam 
memegang kekuasaannya, dan jauh sebelumnya dan sudah dirancang struktur 
kepemimpinannya supaya jika terpilih nanti tidak menghabiskan waktu yang banyak 
untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan menjabat di berbagai jabatan dalam 
masa kepemimpinannya. Mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bima merupakan politik 
balas dendam terhadap mereka yang dianggap tidak mendukungnya ketika 
pemilukada serentak kemarin. 
Mutasi tersebut menjadi ritual secara yang di nanti-nanti oleh seluruh 
pegawai negeri/guru honor untuk melihat nasibnya kedepan nanti, karena mereka 
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akan di mutasi atau di gantikan dan di tukarkan ketempat yang tidak di harapkan oleh 
mereka yang tidak memilih paslon Dahclan Noer. Hal ini dapat di lihat dari hasil 
wawancara dengan salah satu PNS yang di mutasi berikut ini  
Hendra Wahyudin, pns di SMK 1 Bima. “Saya sudah mengabdi sangat lama bahkan 
hampir pensiun, harus di tempatkan pada lokasi kerja yang sangat jauh dari tempat 
tinggal keluarga saya, begitu pula dengan teman-teman honor saya yang tidak 
seberapa gajinya, keringat hasil pengabdi hanya habis untuk transportasi, tapi apa 
boleh buat saya dan teman-teman honor harus menerima mutasi ini, karena 
bupatilah yang memiliki kekuasaan, masalah mutasi memang haknya bupati  tetapi 
bagaimana kebijakan tersebut bisa mengantarkan bima kedepanya jadi lebih baik 
dan maju, maka dari itu, tempatkanlah sesuai dengan bidang dan kemampuan yang 
dimilikinya. Jangan asal angkat karena  balas jasa ,saya berharap pemerintah 
kabupaten bima bisa menarik kembali keputusannya”.59 
 
Dari hasil wawancara dengan bapak Hendra Wahyudin dapat dilihat bahwa 
kepala daerah yang terpilih harus lebih pintar dan mempunyai pendirian yang sangat 
kuat karena merekalah tempat bertumpunya suatu daerah untuk menjadi daerah yang 
lebih baik, Mutasi bisa saja di lakukan namun bukan menjadi ritual yang di nanti 
setiap pasca pemilihan kepala daerah, mutasi juga harus mempertimbagka efektifitas, 
efesiensi, dan ketetapan agar dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik. 
Kepala daerah harus mempertimbangkan dengan lebih mendalam sebelum 
melakukan proses pemindahan tersebut karena banyak pegawai atau guru honor 
dipindahkan malah tidak sesuai dengan harapan. Pasanga calon Dachan Noer ini 
membalaskan dendam pada saat pemilukada serentak 2015 kemarin. 
Tanpa merusak nilai secara dari proses pemilihan kepala daerah yang 
mempunyai makna untuk mengangkat para pemimpin baik itu pemimpin negara, 
provinsi, kabupaten dan desa. Semua kegiatan dalam politik menjadi sangat 
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Hendra Wahyudin PNS di SMKN 1 Bima, Wawancara, di Sekolah, Tanggal 20 September 
2017.  
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bermakna jika pada proses sampai pada puncaknya melahirkan suatu hal yang 
samayaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan politik segala urusan 
dirasa sangat mudah tercapai sehingga politik sebenarnya suatu jalan yang sangat 
baik. Semua lapisan harus lebih dewasa dan mau memahami apa sebenarnya 
kegiatan politik tersebut, bukan untuk saling menjatuhkan dan berdampak pada 
kerusakan yang lebih jauh dari yang di bayangkan. 
Pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pada 
pasal 65 poin 1 mengatakan kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintah yang menjadi kewajiban daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dengan kebijakan bersama DPR.  
Dalam undang-undang sudah jelastegas dan cukup baik dalam mengatur 
tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Namun pelaksanaan sering 
diabaikan oleh sebagain besar pemerintah daerah. Ini perlu diingatkan agar kita 
bangsa Indonesia tidak mengulangi kembali kesalahan secara turun temurun. Salah 
satu regulasi yang khusus mengatur tentang kecematan yaitu peraturan pemerintah 
nomor 19 tahun 2008 pasal 24,25 dan 26 secara tegas mengatur persyaratan untuk 
dapat di angkat menjadi camat. Yaitu menguasai pengetahuan teknis pemerintahan 
yang dibuktikan denga ijazah pendidikan diploma atau sarjana pemerintahan dan 
pernah bertugas di desa, kelurahan,atau kecematan paling singkat dua tahun. 
Dalam peraturan ini, kekhususan camat dibandingkan dengan perangkat 
daerah lainnya adalah kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, 
menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya masyarakat. 
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Seharusnya pemerintah harus bijaksana mengambil keputusan dalam pengangkatan 
kecematan dengan memperhatikan unsur primodial kehidupan masyarakat setempat, 
bukan semata-mata karena balas dendam pada pemilihan serentak 2015 kemarin. Hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut : 
Abdullah tayeb, mantan camat Sape.“Pada pemilukada serentak 2015 kemarin 
pasangan Dachlan Noer ini terpilih menjadi bupati bima, saat itu saya tidak 
memilih pasangan ini, mutasi memang kewenangan bupati, namun untuk memutasi 
harus ada alasan yang jelas.pada tgl 19, 2016, saya menerima surat dari bupati 
Bima bahwa saya di mutasi/di pindahkan ketempat yang jauh dari keluarga.”.60 
 
Selain persoalan di atas, mengingat fungsi utama camat, selain memberikan 
pelayanan juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah yang bersentuhan 
langsung dengan masalah-masalah masyarakat, maka sangat perlu seseorang 
pemimpin yang mewakili hubungan secara emosional dengan masyarakat setempat, 
sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkemajuan. 
 Sejatinya pemerintah daerah selaku pemangku kekuasaan harus lebih arif , 
bijaksana dalam memperhatikan unsur primodial kehidupan masyarakat setempat, 
bukan semata-mata karena kepentingan politik, (balas dendam politik pasca 
pemilukada serentak 2015 kemarin).  
Menurut World Bank , good government adalah suatu penyelenggaraan 
manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip 
demokrasi, pasar yang efesien, pencegahan korupsi menjalankan disiplin anggaran 
dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.61 
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Abdullah Tayeb, Camat Sape, Wawancara, di Kantor Camat, Tanggal 23 september 2017.  
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Ciri-ciri pemerintah yang baik : 
1) Berwawasan ke depan  
2) Bersifat terbuka  
3) Adanya partisipasi masyarakat 
4) Bertanggung jawab 
5) Menjunjung supremasi hukum 
6) Demokratis 
7) Mengedepankan profesionalisme dan kompetensi  
8) Cepat tanggap/responsiveness 
9) Menggunakan struktur dan sumber daya secara efesien dan efektif 
10)  Menjalin kemitraan yang baik dengan dunia usaha swasta dan 
masyarakat 
Di atas terdapat ciri-ciri pemerintah yang baik. 
 Dalam UU tersebut tertuang dengan jelas larangan pemerintah daerah melakukan 
mutasi,rotasi atau promosi, enam bulan sebelum berakhir masa jabatan , begitu 
dalam UU 32/2004, tentang pemerintah daerah. Dalam pasal 28 huruf h dengan tegas 
melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah membuat keputusan khusus yang 
menguntungkan diri, anggota, kroni, golongan tertentu atau kelompok politik yang 
merugikan umum62. 
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4. Menjaga hubungan yang impersonal Karena keputusan yang rasional hanya dapat 
di buat secara obyektif tanpa emosi. 
Politik dan birokrasi bagaikan mata pisau yang tidak dapat terpisahkan 
sebagaimana pengaruh politik dalam birokrasi di Bima sudah sangat erat dengan 
proses seleksi politik, birokrasi sudah dirong-rong oleh intimindasi politik, balas 
dendam politik ,balas jasa politik serta kebijakan yang dipaksakan karna bisik-
bisikan politik yang tidak produktif, itu semua di karenakan pemimpin daerah yang 
memimpin daerahnya dengan kekuasaan politik bukan dengan kekuasaan hukum. 
Terlebih didukung dengan jabatan politis yang dimiliki oleh seorang kepala 
daerah, proses mutasi itupun bernuansa nepotisme yang mengedepankan asas 
kedekatan emosional, balas jasa, balas dendam bahkan, terkadang ada penelian 
tersendiri sang kepala daerah antara pendukung dan bukan pendukung, hal itu 
menunjukkan masih begitu kacaunya jenjang karir yang ada di birokrasi di bima.  
Berikut ini hasil wawancara dengan guru honor berikut: 
Muhammad Sidik, Guru honor di SMA 2 Sape.“Kebijakan mutasi yang di lakukan 
pemerintah daerah ini justru membuat saya kecewa, bartahun –tahun saya mengajar 
di sekolah ini langsung di mutasi di desa pengunungan tidak ada sinyal hp, apalagi 
desanya sangat rawan, jauh dari suami dan keluarga belum lagi ongkos 
transportasi, apalagi dengan status saya sebagai guru honor yang gajinya tidak 
seberapa, banyak guru honor/PNS resah dengan adanya mutasi ini, saya berharap 
agar pemerintah daerah menarik kembali keputusannya apalagi pilkada telah 
selesai, jangan ada lagi balas dendam politik”.63 
 
persoalan di atas, guru sebagai sosok di gugu dan di tiru, mengabdi di desa 
terpencil sebagai desa pembungan bagi pemerintah daerah Bima (pemda) mutasi 
tersebut jelas akan semakin memberatkan nasib guru honor. Sebab, keputusan 
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pemerintah itu secara otomatis akan membesar pengeluaran guru honor, saat ini 
mayoritas guru sudah berkeluarga, apalagi di mutasi di desa terpencil tentu  guru 
pulang pergi setiap hari atau menyewa rumah di tempat dia tugaskan itu jelas butuh 
biaya banyak. SK yang di keluarkan pemerintah daerah bima terhadap guru 
honor/PNS tersebut tidak jelas. Menurut penulis mutasi tanpa dasar yang jelas ini 
sangat membuat para guru resah.  
Walaupun larangan PNS terlibat dalam kacah politik dan telah di atur dengan 
perundang-undangan diatas, PNS secara sukarela, terpaksa dan di paksa masuk 
dalam pusaran politik karena sudah pasti ada pesta usai pemilukada yaitu 
mutasi/promosi. Mutasi yang di lakukan pasca pemilukada serentak 2015 kemarin 
atas dasar kepentingan politik sehingga banyak aturan yang di 
langgar.Mutasi/promosi selesai pemilukada inilah yang menjadi kehancuran 
birokrasi di bima,ibu dinda terpilih dalam melakukan mutasi/promosi PNS lebih 
mengutamakan mendukung atau tidak mendukung ketika pemilukada kemarin, 
kepala daerah mempunyai kewenangan yang besar terhadap PNS/guru honor di 
lingkungan pemerintah daerahnya. 
Berwenang untuk mengangkat,memutasi, memberi promosi, ibu dinda 
seenaknya mempromosikan seseorang pada jabatan tertentu. Berikut ini hasil 
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“Saya tidak berani memilih sesuai hati nurani saya karena suara saya sudah di 
hitung di TPS saya, dan kalau dari TPS saya punya segini suara dan apabila kurang 
dari suara di tentukan, maka saya akan di mutasi ke desa terpencil, dan bagi teman-
teman saya yang honor akan dikeluarkan dari sekolah tersebut”.64 
 
hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwa ada perjanjian sebelumnya 
pemerintah Bima mempromosikan, mau tidak mau bapak syahrul menerima . itulah 
hebatnya politik di kabupaten Bima yang menjadikan seorang guru sebagai alat 
politiknya.   
C.  Respon Masyarakat Terhadap Dinamika Politik  Birokrasi Di  Kecamatan 
Sape Kabupaten Bima NTB Pasca Pemilukada Serentak 2015 
2. Pengisian JabatanTidak Brdasarkan Profsionalisme 
Kata mutasi sering sekali kita dengar atau pemindahan baik dalam 
lingkungan maupun diluar lingkungan pemerintahan. Mutasi itu sebuah hal yang 
biasa terjadi dalam rutinitas yang wajar guna untuk menyegarkan keorganisasian 
dilungkup pemerintahan daerah. Tapi, dalam pelaksanaan mutasi harus benar-benar 
berdasarkan penilaian yang objektif. Penempatannyapun harus sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki, karena hakikat mutasi adalah terciptanya tatanan 
pemerintahan yang baik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik. 
Meskipun wewenang besar di miliki oleh bupati Bima, tidak juga serta merta 
digunakan hanya untuk kepentingan politik semata, tanpa ada aspek penilaian 
kelayakan kedudukan dan kepangkatan yang harus dipertimbangkan.  
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Realita yang terjadi di Kabupaten Bima, dapat dilihat tidak sedikit pejabat 
secara kepangkatan dan kemampuannya belum layak untuk menduduki sebuah 
jabatan, hal itu menunjukkan masih begitu kacaunya jenjang karir yang ada di dalam 
sistem birokrasi di Bima   
Namun demikian, pengisian jabatan-jabatan sturktural di daerah sangat rentan 
di pengaruhi oleh kepentingan politik dan subyektifitas kepala daerah sebagai 
Pembina pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Manajemen sumber daya aparatur 
yang meliputi proses penerimaan, pengembangan, mutasi hingga pemberhentian 
guru-guru honor, sejatinya adalah proses yang harus lepas dari pengaruh politik. 
Namun, kenyataan menunjukkan hal yang sebaliknya. Pemilukada sebagai 
mekanisme politik dalam penentuan bupati mempengaruhi netralitas birokrasi yang 
berujung pada mutasi. 
Adapun tanggapan masyarakat tentang mutasi yang berdampak positif dan 
negatif. 
a. Positif 
Tajudin,Masyarakat Sape.“Saya menyakini bahwa setiap pengambilan keputusan pada 
proses mutasi yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima ketika surat keputusan 
(SK) mutasi itu diluncurkan ,menurut saya hal yang sangat wajar mari kita bersikap 
professional dan merangkul semuanya untuk bersama-sama membangun Kabupaten 
Bima ,tanah keramat yang kita cintai , kalaupun balas dendam politiknya kita lupakan 
saja semua itu adalah wewenang kepala daerah.”.65 
 
Rusdin,Masyarakat Sape“ Saya Mengingatkan kepada PNS/Guru honor agar bisa 
bekerja dengan baik , fokus melayani masyarakat dan mendukung tugas kepala daerah, 
masalah mutasi dan rotasi tidak perlu di ungkit lagi serahkan saja sama bupati 
Bima”.66 
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 hasil wawancara diatas dapat dilihat mutasi memang hal yang wajar gunanya 
adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi, baik untuk jabatan struktural maupun 
jabatan fungsional, baginya proses mutasi yang di lakukan bupati bima kuncinya 
adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Untuk mempertegas hasil pernyataan 
diatas berikut ini hasil wawancara dengan masyarakat di Kecematan Sape berikut ini 
: 
Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa bupati bima melakukan 
mutasi untuk demi kebutuhan organisasi tidak ada politik balas dendam artinya tidak 
ada desakan politik atau sejenisnya,dan menurut hasil wawancara diatas ibu dinda 
menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dou labo dana mbojo dengan dan sesuai 
aturan main sesungguhnya. 
b. Negatif 
 
“Sejak terpilihnya bupati bima dan wakil bupati bima, keadaan birokrasi semakin 
lama semakin memburuk, bagaimana bisa kepala sekolah di mutasi baru digatikan 
sama guru honor biasa itukan tidak masuk akal, mutasi yang dilakukan ibu dinda 
terhadap kepala sekolah, PNS/guru honor tidak jelas. Mutasi agar di lakukan secara 
professional dan tidak di bungkus dendam politik, karena bagi saya mutasi yang 
bernuansa politik tidak akan menguntungkan bagi kelangsungan pendidikan, apalagi 
dengan alasan balas dendam itu sangat tidak mencerdaskan.”67 
 
Dari hasil wawancara di atas, hendaknya bupati melakukan reevaluasi terhadap 
kebijakannya. Apa yang terjadi sesungguhnya justru membangun ketidaknyamanan 
tubuh birokrasi, masyarakat tidak menerima adanya mutasi tidak jelas ini. Jabatan 
kepala sekolah negeri terutama lebih bersinggungan dengan aspek politik. Kedekatan 
dengan kepala daerah/ dengan memilihnya pasangan calon Dachlan Noer ini 
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gampang sekali di angkat kepala sekolah oleh bupati, yang tidak memilihnya di 
buang begitu saja, seperti dari wawancara di atas kepala sekolah di mutasi dan guru 
honor sebagai gantinya. Mereka seenaknya mengangkat/memutasi kepala sekolah 
semata-mata dengan pertimbangan dukung-mendukung pasca pemilukada serentak. 
guru yang memilihnya di angkat sebagai kepala sekolah, akibat fenomena ini, yang 
berkembang kemudian guru berfikir politis, sibuk memilih-milih dan menimbang-
nimbang dukungan dalam pemilukada. sementara tugas utamanya mendidik dan 
mencerahkan anak bangsa di sekolah di abaikan. 
Demi pendidikan anak bangsa kedepan, mestinya para penguasa berfikir ulang. 
Mereka tidak boleh gegabah dalam mengangkat atau mutasi kepala sekolah. Jikapun 
terpaksa politik balas dendam dilakukan, maka pertimbangan kompetensi hendaknya 
tetap dipikirkan. Dengan kata lain, penguasa hendaknya memilih kadernya yang 
benar-benar pantas menjadi kepala sekolah. 
Jabatan kepala sekolah mestinya tidak di serahkan pada sembarang orang 
apalagi guru honor. Menurut Wuradji 2009, kepala sekolah itu tidak sekedar menjadi 
pemimpin dan manajer sekolah yang handal, tetapi juga harus mampu 
mengembangkan kurikulum dan pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin, ia harus 
mampu mempengaruhi pengikutnya dalam hal ini guru, dan semua warga sekolah 
untuk mengikuti dan menjalankan tugas pengelolaan sekolah yang telah ditetapka 
bersama. Maka kehadiran kepala sekolah menjadi di perlukan untuk mendorong 
bawahannya agar menyadari pentingnya perubahan demi kemajuan sekolah. Berikut 
ini hasil wawancara dengan masyarakat yaitu: 
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Abdullah Mami,Masyarakat Sape “Kepada pemerintah kabupaten bima, saya berharap 
agar mengembalikan sejumlah PNS dan tenaga honor yang di mutasi ditempat yang 
sangat jauh dari tempat tinggalnya ketempat asalnya, karena mutasi ini memicu 
pelantaraan keluarga PNS yang dibuang begitu saja, jika dibandingkan dengan 
pemerintah sebelumnya lebih bagus keadaan birokrasinya tidak rotasi mutasi, tapi 
berbeda dengan terpilihnya ibu dinda ini keadaan birokrasi memburuk.” 68 
Terkait masalah tesebut masyarakat berharap agar pemerintah daerah 
mengembalikan PNS/guru honor dan pejabat lainnya. Larangan ganti pejabat pasca 
pelantikan dengan ketentuan itu, mutlak harus ditaati. Kita mendukung pelaksanaan 
ketentuan tersebut. dengan adanya aturan itu, semangat balas dendam kepala daerah 
kepada aparat birokrasi daerah yang dinilai tidak berpihak kepadanya selama 
pimulukada dibatasi. Melalui aturan itu pula, kepentingan kepala daerah untuk balas 
budi atau balas jasa dapat direndam. Membalas budi maupun membalas dendam, 
buruk bagi jalannya pemerintahan. PNS/guru honor dan penjabat merupakan abdi 
rakyat, negara dan bangsa, mereka bukan budak kepala daerah.  Balas budi maupun 
balas dendam kepada mereka dilarang, seperti yang saya jelaskan diatas udang-
undang melarang tegas tentang  mutasi atas dasar tidak memilihnya. Tetapi 
berdasarkan kinerja dan prestasi mereka melayani rakyat.   
 Jika dibadingkan dengan pemerintah sebelumnya (Ferry zulkarnain) suami 
dari Dinda, birokrasi dan pandangan umum dimasyarakat memiliki kemajuan dan 
perkembangan sesuai tingkat keberhasilan dan ketercapaian programnya. Dengan 
gaya kepemimpinan yang kharismatik, beliau dapat menata kelola tanah bima dengan 
kekuatan politik birokrasi dan dukungan penuh dari  berbagai pihak yang dipimpin. 
 
                                                     
68
Abdullah Mami, Masyarakat Sape, Wawancara, di Rumah tanggal 31 Agustus 2017. 
  67 







A. Kesimpulan  
1. a)  Adanya politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi 
tertentudalam jajaran pemerintahan daerah Bima. Hal tersebut merupakan 
bentuk imbalan bupati terhadap pejabat yang telah memilihnya pada 
pemilukada serentak 2015 kemarin, yang tidak memilihnya akan digeser dari 
jabatannya, kepala daerah tidak berhak memutasi kepala sekolah karena 
kewenangan itu sudah di ambil oleh Gubernur NTB,bahwa Bupati Dinda 
telah melakukan pelanggaran atas kebijakan mutasi kepala sekolah karena 
bukan kewenangan bupati. 
b) Wewenang kepala daerah memberikan pengaruh yang cukup besar 
terhadap pns, pns/guru honor merasa kecewa atas mutasi yang di lakukan 
pemerintah  Bima, karena menyakut hajat hidup seorang pns dan keluarganya 
maka harus diatur dengan seadil-adilnya. Pemerintah daerah sebagai 
pemegang amanah harus menciptakan keadilan bagi pns dengan seadi-adilnya 
tanpa pandang bulu, karena pada prinsipnya secara kemampuan pns dianggap 
sama. Pola mutasi sering menimbulkan kecemasan di kalangan pegawai jika 
alasan kepindahan tidak jelaskan secara jelas. 
pada pemilukada serentak 2015 karena akan menimbulkan kehancuran 
tatanan birokrasi di Bima, ibu Dinda terpilih dalam melakukan promosi. 
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2. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh bupati bima berdasarkan UU dan demi 
kebutuhan organisasi supaya mendapatkan pegawai yang mempunyai 
kompetensi tinggi, sehingga dapat menjalakan tugas dengan baik. dan kepala 
daerah juga membutuhkan pejabat birokrasi yang mempunyai loyalitas tinggi 
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Pemerintah daerah ( Dinda) dalam pelaksanaan mutasi/ perpindahan guru honor 
atau PNS harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan ketika akan 
melakukan mutasi harus dilatar belakangi sebuah alasan yang pasti, pemerintah 
tidak seharusnya memutasi PNS atau guru honor karena tidak memilihnya, 
karena akan menimbulkan sebuah polemik, sedangkan kalo menaiki jabatan 
harus memperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain, pengalaman, tingkat 
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